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ABSTRAK
Kementrian ATR / BPN memiliki kewenangan sebagai instansi atau

lembaga pemerintahan yang bertugas langsung terhadap permasalahan mengenai
tanah terlantar di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang No. 5 tahun 1960
tentang UUPA. Kementrian ATR / BPN ini bertugas membantu Presiden untuk
menjalankan tugas dan fungsi negara dalam hal membantu masyarakat untuk
kepengurusan administrasi mengenai urusan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan
yang ada di Indonesia.

Di dalam jenis survei penelitian yang digunakan merupakan Metode
Penelitian Hukum Normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan merupakan
Deskriptif Analistis. Teknik Perolehan data yang digunakan adalah Literature
Review. Analisis data yang dipakai merupakan analisis data kualitatif.

Di dalam menertibkan sebuah lahan atau tanah terlantar masyarakat
memiliki peran serta dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila mendapati
kasus permasalahan mengenai tanah terlantar yang ada di lingkungan sekitar
masyarakat, rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang
bagaimana kewenangan kementrian ATR/BPN itu sendiri dalam mengatasi
administrasi Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang beserta bagaimana upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah terlantar di
Indonesia agar pemanfaatan tanah di Indonesia dapat berguna untuk semua
kalangan.
Kata Kunci : Tanah Terlantar, Kementrian ATR / BPN, UUPA, Kewenangan
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ABSTRACT

The Ministry of ATR / BPN has the authority as an agency or government
institution that is directly responsible for issues regarding wastelands in
Indonesia in accordance with Law No. 5 of 1960 concerning UUPA. The Ministry
of ATR / BPN is in charge of assisting the President to carry out state duties and
functions in terms of assisting the community for administrative management
regarding Agrarian affairs, Spatial Planning, and Land in Indonesia.

Inside the type of research used is the Normative Legal Research Method.
The research specifications used are Descriptive Analytical. The data collection
technique used is a literature study. The data analysis used is qualitative data
analysis.

In ordering a land or wasteland, the community has a role and legal
remedies that can be carried out if there is a case of problems regarding
abandoned land in the environment around the community, the formulation of the
problem in this study discusses how the authority of the Ministry of ATR / BPN
itself in overcoming land administration, Agrarian, and Spatial Planning along
with how legal remedies can be taken by the community on land displaced in
Indonesia so that land use in Indonesia can be useful for all circles.

Keywords: Abandoned Land, Ministry of ATR / BPN, UUPA, Authority
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